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BAB III

LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA JUKLAK NO.1/II/1986 DAN

METODE PENETAPAN KAFAAH MENURUT JUKLAK NO.1/II/1986

A. Penyusunan Juklak No./1/II/1986

1. Latar belakang atau sejarah diterbitkannya Juklak No./1/II/1986

Dalam sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

kaum wanita sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia telah

menunjukkan kemampuannya untuk tampil bahu membahu dengan kaum

pria dalam setiap gerakan dan perjuangan bangsa, termasuk dalam

perlawanan bersenjata melawan penjajah. Keikutsertaan kaum wanita

dalam perlawanan bersenjata tersebut telah dirasakan manfaatnya dalam

merubah lingkungannya sehingga terbentuk prajurit wanita.

Keberadaan wanita sebagai prajurit TNI, merupakan implementasi

dari hak dan kewajiban yang sama bagi setiap Warga Negara Indonesia

(WNI) untuk tampil dalam setiap kegiatan perjuangan bangsa dalam

rangka membela Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30

ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1

1 Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, Juklak Nomor 1/ II/1986 tentang
Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat, 1.
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Perkawinan anggota TNI pada dasarnya berlaku ketentuan yang ada

pada UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur

perkawinan warga negara Indonesia. Karena anggota TNI adalah warga

Negara plus. Artinya anggota TNI disamping mempunyai peranan dan

tugas pokok yang cukup berat, khusunya Korps Wanita Angkatan darat

(Kowad) yang mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga, isteri

maupun sebagai prajurit wanita,  sehingga  dituntut mematuhi

perundang-undangan yang ada di kedinasan TNI namun juga berlaku

Perundang-undangan warga Negara pada umumnya.2 Dengan demikian

anggota TNI pada dasarnya dalam hal perkawinan mempunyai dasar yang

sama yaitu UU nomor 1 tahun 1974, yang kemudian Undang-undang

tersebut diterjemahkan kembali dengan keluarnya PP. Nomor 9/1975

tentang pelaksanaan UU nomor 1/1974. Peraturan pemerintah inipun

sepanjang tidak ditentukan lain berlaku bagi segenap anggota TNI.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 46 PP nomor 9/1975 yang berbunyi:

“Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan

(pemerintah) ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan

dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi

anggota angkatan bersenjata (TNI) diatur lebih lanjut oleh

2 Yahman, Wawancara, Surabaya, 24 April 2015.
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Menhankam/Pangab 3’’ dan dalam pelaksanaanya lebih lanjut diatur oleh

Kasad4 selaku pimpinan tertinggi dilingkungan TNI. Maka dengan

demikian dapat dipahami bahwa UU nomor 1 tahun 1974 jo. PP. nomor

9/1975 berlaku bagi anggota TNI disamping berlaku pula ketentuan lain,

yang diatur secara khusus oleh Kasad.

Pasal inilah yang menjadi dasar landasan hukum adanya berbagai

ketentuan atau aturan-aturan lain yang diberlakukan terhadap anggota

TNI tentang perkawinan, dimana aturan lain tersebut dikeluarkan oleh

Menhankam / Pangab.  Sehingga dikeluarkan peraturan bagi anggota

dengan lahirnya keputusan Menhankam nomor : Kep /01/1980 tentang

peraturan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI (TNI).

Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) dalam penugasannya

diseseuaikan dengan kodrat dan harkat kewanitaanya. Oleh karena itu,

dalam rangka penyelenggaraan pembinaannya perlu disusun suatu

petunjuk pelaksanaan pembinaan khusus Korps Wanita Angkatan Darat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sebagai petunjuk pelaksanaan

keputusan Menhankam nomor : Kep / 01/1980 tentang peraturan

perkawinan, perceraian dan rujuk anggota ABRI (TNI). dikeluarkanlah

Juklak nomor  : /1/II/1986, tanggal 27 Febuari 1986 tentang Pembinaan

3 Menhankam adalah kepanjangan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, sedangan Pangab adalah
Panglima Angkatan bersenjata.

4 Kasad adalah kepanjangan dari Kesatuan Staf Angkatan Darat.
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Korps Wanita Angkatan Darat oleh Kasad dan disetujui oleh seluruh

anggota TNI-AD.

Merujuk dari ketentuan pemerintah yang memberikan aturan khusus

tentang pernikahan bagi anggota Kowad adapun alasan yang dijadikan

pertimbangan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa peranan dan tugas pokok TNI cukup berat, sehingga dari

setiap anggota TNI dikehendaki suatu disiplin yang lebih berat

dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota

masyarakat di luar TNI.

b. Bahwa kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh

kehidupan suami isteri dan keluarga yang serasi sehingga setiap

anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak

terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangganya.

c. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang pernikahan perceraian dan rujuk

anggota TNI sebagaimana diatur dalam keputusan

Menhankum/Pangap No.Kep/05/III/1976 masih mempunyai

kekurangan-kekurangan sehingga perlu disempurnakan, disesuaikan

dan diubah agar cepat menampung permasalahan-permasalahan yang

mungkin timbul dalam keluarga dilingkungan TNI.
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d. Bahwa perlu menetapkan peraturan yang baru tentang pernikahan

perceraian dan rujuk anggota TNI sebagai pengganti dari peraturan-

peraturan yang berlaku sekarang.

2. Maksud dan Tujuan Juklak No./1/ II/1986.

Petunjuk Pelaksanaan  Nomor  : /1/II/1986 tanggal 27 Febuari 1986

tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat ini telah mempunyai

dasar dan kekuatan hukum yang kuat sebagimana yang dimiliki oleh

keputusan Menhankam/ Pangab. Suatu aturan atau ketetapan dibuat

dengan maksud dan tujuan tertentu. Sebagimana Juklak nomr 1/II/1986

ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat ini

dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang

penyelenggaraan pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat.

b. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat ini

agar dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan

Korps Wanita Angkatan Darat sehingga diperoleh kesamaan visi dan

persepsi dalam pola pikir, sikap dan tindak penyelenggaraan

pembinaan yang tertib, lancar, seragam, dan berkesinambungan.
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B. Metode Penetapan Kafaah Menurut Juklak Nomor.1/II/1986.

Dalam hal pengurusan pernikahan, perceraian dan rujuk pada

prinsipnya bagi anggota Kowad diberlakukan ketentuan yang sama

dengan prajurit Angkatan Darat pada umumnya. Meskipun demikian ada

hal khusus yang harus ditaati sebagimana diatur dalam Juklak/1/II/1986

tanggal 27 Febuari 1986 tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan

darat.

1. Pernikahan

a. Selain berkewajiban menghadap Pejabat Agama, anggota Kowad

juga wajib menghadap Pembina Kowad.

b. Yang berstatus Milsuk (Militer Sukarela), ijin perkawinan

diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua

tahun bagi Bintara dan satu tahun bagi Perwira terhitung mulai

pengangkatan pertama dalam pangkat   efektif.

c. Yang berstatus Milwa (Militer Wajib), ijin perkawinan diberikan

setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun bagi

Bintara dan dua tahun bagi Perwira.

d. Setelah perkawinan dilangsungkan, salinan surat-surat beserta

lampirannya diserahkan pula kepada pembina Kowad.

e. Tidak diperkenankan memberi persetujuan lisan atau tertulis bagi

angota yang suaminya yang akan menikah lagi.
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f. Calon suami   dari anggota TNI  tidak berpangkat  lebih rendah.

2. Perceraian

a. Diharuskan menghadap Pembinaan Kowad untuk mendapatkan

pertimbangan dan nasehat.

b. Salinan surat cerai, surat ijin cerai beserta lampirannya diserahkan

juga kepada Pembinaan Kowad.

3. Rujuk

a. Diharuskan menghadap Pembinaan Kowad untuk mendapatkan

pertimbangan dan nasehat.

b. Diharuskan mengajukan surat permohonan ijin secara tertulis

kepada pejabat yang berwenang secara hirarki.

c. Membuat surat pernyataan kehendak/kesediaan rujuk dari bekas

suaminya.

Pada point f syarat pernikahan bagi Kowad telah disebutkan bahwa

‘‘Calon suami   dari anggota TNI  tidak berpangkat  lebih rendah’’. Dalam

Juklak tersebut tidak dijelaskan secara detail tentang penjelasan dari point

tersebut, namun berdasarkan wawancara oleh Pakor Kowad ibu Nurhayati

diterangkan bahwa memang maksud dari point diatas adalah seorang anggota

Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) yang akan melangsungkan

pernikahan harus memperhatikan calon suami dengan syarat-syarat antara

lain
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a. Warga Negara Indonesia.

b. Pria dengan status bujangan tidak mempunyai isteri.

c. Apabila berstatus duda, tidak mempunyai anak lebih dari 3 (tiga)

orang yang masih menjadi tanggung jawabnya.

d. Calon suami berasal dari TNI/POLRI, harus dalam golongan

pangkat yang sama atau lebih tinggi, pada saat mengajukan ijin

kawin.5

Sehingga dapat disimpulkan apabila anggota Kowad yang akan

menikah harus memenuhi syarat di atas yakni harus memperhatikan calon

suami dari segi golongan pangkat, yang mana golongan pangkat suami

minimal harus sama atau di atasnya tidak lebih rendah dari istri. Secara tidak

langsung dalam ketetapan tersebut telah ditetapakan adanya metode kafaah

dilihat dari kriteria pekerjaan yang mana lebih spesifik mengenai golongan

pangkatnya. Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas maka seorang

anggota kowad tidak mendapat izin untuk menikah. Untuk penjelasan

golongan-golongan pangkat dalam TNI berdasarkan Undang-Undang No. 48

tahun 2009 adalah sebagai berikut:6

1. Golongan pertama yaitu Tamtama terdiri dari

a. Prada  (Prajurit Dua).

5 Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, Juklak Nomor 1/ II/1986 tentang
Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat, 17.

6 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia.
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b. Pratu (Prajurit Satu).

c. Praka (Prajurit Kepala).

d. Kopda (Kopral Dua).

e. Koptu (Kopral Satu).

f. Kopka (Kopral Kepala).

2. Golongan dua yaitu Bintara terdiri dari

a. Serda (Sersan Dua).

b. Sertu (Sersan Satu).

c. Serka (Sersan Kepala).

d. Serma (Sersan Mayor).

e. Pelda (Pembantu Letnan Dua).

f. Peltu (Pembantu Letnan Satu).

3. Golongan Tiga yaitu Perwira terdiri dari

a. Pama (Perwira pertama) terdiri dari Letda ( Letnan Dua), Lettu (

Letnan Satu ), Kapt (Kapten).

b. Pamen (Perwira Menengah) terdiri dari may (Mayor), letkol (Letnan

kolonel), kol (Kolonel).

Dalam ketentuan di atas apabila anggota Kowad melanggar menikah

dengan calon suami yang golongan pangkatnya dibawahnya maka terdapat

ketentuan atau sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan

informasi yang diperoleh pelanggaran terhadap ketentuan di atas pernah
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dilakukan oleh pasangan anggota TNI di Kodam V Brawijaya , namun untuk

10 tahun terakhir pelanggaran tersebut tidak terjadi. Adapun sanksi dari

pelanggaran atau pengabaikan dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan ijin

perkawinan anggota TNI dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan

diancam dengan hukuman disiplin atau tindakan administratif, sebagaimana

terdapat dalam pasal 24 KEP/01/1/1980 yang berupa:

1. Dalam bidang disipliner militer

a. Hukuman penurunan pangkat bagi yang perpangkat Bintara atau

Tamtama.

b. Hukuman disiplin militer yang berat sesuai dengan KUHDT jo PDT

2.  Dalam bidang administratif

a. Penundaan kenaikan pangkat.

b. Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif.

c. Pengakhiran ikatan dinasnya.

d. Pemberhentian dari dinas TNI.

Selain itu juga, pelaku pelanggaran mendapatkan beberapa macam

sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan, misalnya mendapatkan sanksi

penundaan kenaikan gaji berkala dan penurunan pangkat sekaligus. Ada juga
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yang mendapat sanksi dimutasikan dan diturunkan pangkatnya. Pemberian

sanksi ini berdasarkan penilaian atas kesalahan yang telah dilakukan.7

Secara spesifik dalam Juklak mengenai sanksi bagi Kowad yang

melanggar menikah dengan TNI dengan golongan pangkat yang lebih rendah

adalah dilakukan pemisahan dengan hormat. Pemisahan maksudnya adalah

pengakhiran dinas keprajuritan bagi porsonil Kowad untuk memeberikan

kepastian bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai prajurit

TNI AD serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk

melanjutkan pengabdiannya di luar lingkungan TNI Angkatn Darat.

a. Personel Kowad dapat diberhentikan dengan hormat apabila :

1) Menikah dengan Warga Negara Asing (WNA)

2) Menikah dengan anggota TNI dengan golongan pangkat yang lebih

rendah.

3) Dalam pelaksanaan tugasnya lebih mengutamakan kepentingan

pribadi atau keluarga.

4) Menjadi ketua organisasi wanita tingkat daerah dimana suami

bertugas minimal sebagai gubernur/ Pangdam 8/ Danlantamal 9/

Danlanud10.

7 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,
Petunjuk Pengurusan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD, t.t, 13.
8 Pangdam merupakan kepanjangan dari Panglima Daerah Militer
9 Danlantamal merupakan kepanjangan dari Komandan pangkalan utama TNI-AL
10 Danlanud merupakan kepanjangan dari Komandan pangkalan TNI-AD
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5) Mengizinkan suami untuk menikah lagi.

6) Mendampingi penugasan suami di luar negeri dalam jangka waktu

lama (Athan, PBU, dan setingkat ).

b. Personel Kowad dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

1) Memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari

dinas keprajuritan sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi

prajurit TNI AD.

2) Hamil sebelum nikah.

3) Sengaja menikah dengan pria yang masih beristeri atau sudah

beristeri.

Melihat syarat-syarat bagi Kowad yang akan melangsungkan

pernikahan sangat sulit, salah satunya adanya persyaratan ketika akan

menikah tidak sembarang memilih calon  suami, tetapi calon suami

khususnya calon suami yang sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia

tidak diperkenankan dengan golongan pangkat lebih redah. Hal ini sangat

berpengaruh terhadap Kowad dalam melangsungkan pernikahan.

Berikut peneliti tampilkan informasi berdasarkan data yang diperoleh

dalam wawancara antara peneliti dengan anggota Kowad dan TNI mengenai

adanya ketetapan metode kafaah sebagaimana dijelaskan diatas.

Menurut Letkol Cku (K) Nur Hayati selaku Pakor (Perwira

Koordinator) Kowad Brawijaya mengatakan sebagai Kowad yang
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mempunyai tanggung jawab besar memang sangat diperhatikan dalam

memilih calon suami, apalagi calon suami dari lingkungan anggota TNI

juga. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga sehingga sudah

selayaknya harus di atas isteri baik dalam hal pekerjaan, pangkat,

pendidikan dan sebagainya. Sebagai Kowad yang menikah dengan sesama

TNI harus mempunyai golongan pangkat di atas isteri hal ini bertujuan

menjaga dan menghormati suami, karena dalam lingkungan TNI golongan

pangkat yang lebih rendah harus hormat dengan golongan pangkat di

atasnya. Sangat tidak etis jika suami golongan pangkatnya lebih rendah

hormat dengan suami dengan pangkat di bawahnya ketika berada di

lingkungan  TNI hal inilah salah satu tujuan adanya ketetapan metode

kafaah tersebut.11

Menurut Mayor Caj (K) Nanik selaku Pabanda Kumtatiprot

mengatakan bahwa memang dalam pemenuhan persyaratan nikah khusunya

Kowad sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya, bagi pasangan

yang akan melaksanakan perkawinan harus menghadap ke Bintal untuk

mendapatkan pengarahan-pengarahan khusus tentang prosedur memilih

pasangan, ada semacam istilah sidang nikah. Sebagai anggota TNI ketika

sudah masuk dalam lingkungan tersebut mau tidak mau harus taat dengan

peraturan  atau ketetapan yang ada. Begitu juga dengan adanya persyaratan

11 Letkol Cku (k) Nur Hayati (Pakoor Kowad), Wawancara, Surabaya, 13 Mei 2015.
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bahwa calon suami Kowad yang bekerja sebagai TNI tidak boleh dengan

golongan pangkat lebih rendah dari istri juga harus ditaati, meskipun sudah

cinta kalau ada aturan demikian  kita tidak bisa melawannya, jika melanggar

berarti berani menanggung konsekuensi.12

Menurut Bapak Solahuddin selaku Kasibinroh (Kepala Seksi

Pembinaan Rohani), bahwa adanya ketetapan tersebut bagi Kowad dengan

TNI dengan golongan pangkat lebih rendah sebagaimana terdapat dalam

Juklak No 1/II/1986 tidak lain adalah untuk menjaga muru’ah (demi

menjaga kehormatan) bagi anggota TNI khususnya bagi Kowad itu sendiri.

Selain itu juga untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, yakni

menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti nusyuz, hingga

perceraian.13

Menurut Bapak yahman bahwa seorang anggota kowad dan TNI yang

akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi persyaratan-persyaratan

tertentu sebelum melakukan akad salah satunya bagi kowad tidak boleh

dengan anggota TNI yang golongan pangkatnya lebih rendah. Persyaratan

ini digunakan untuk mendapatkan izin perkawinan. Jadi untuk golongan

pangkat bagi kowad yang akan melagsungkan pernikahan dengan TNI pada

saat pendaftaran nikah pangkat calon suami harus minimal sama atau di

atasnya, tidak lebih rendah. Ketentuan ini tidak berlaku setelah menjalani

12 Mayor Caj (K) Nanik (Pabanda Kumtatibprot), Wawancara, Surabaya, 13 Mei 2015.
13 Sholahuddin (Kasinbirohis), wawancara, Malang, 21 April 2015
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rumah tangga apabila suatu saat prestasi istri melebihi suami hal tersebut

diperkenankan. Namun untuk melebihi pangkat suami karena istri

mempunyai prestasi yang signifikan kemungkinan sangat kecil terjadi

karena proses untuk naik golongan pangkat sangatlah lama.14

14 Yahman, wawancara, Surabaya,  24 April 2015


